BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Salah  satu  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  otonomi daerah  adalah  memajukan  perekonomian  daerah  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dapat diukur  berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks  Pendidikan  yang  dihitung  berdasarkan  persentase Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah, Indeks Kesehatan yang dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup dan Indeks Daya Beli yang dihitung berdasarkan kemampuan daya  beli  masyarakat  (Purchasing  Power  Parity).   Untuk mencapai tujuan akhir tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: 
a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Kunci untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat, antara lain Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Inflasi, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran Terbuka, Angka Melek Huruf dan Angka Usia Harapan Hidup.

b. Aspek Pelayanan Umum

Indikator Kinerja Kunci untuk Aspek Pelayanan Umum, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah, Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja Kunci untuk Aspek Daya Saing Daerah, antara lain Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Rasio Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3).

Secara lengkap Indikator Kinerja Daerah tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

